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REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata
kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Riset dan
Teknologi, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari
benturan kepentingan;

b. bahwa pemahaman yang tidal( seragam mengenai benturan
kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan
sangat berpengaruh pada performance kinerja
penyelenggara negara, sehingga perlu disusun pedoman
umum penanganan benturan kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Riset dan Teknologi tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Kementerian Riset dan Teknologi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
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Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3021);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014;

7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03/
M/PER/V1/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan;

9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Whistleblower System
di Kementerian Riset dan Teknologi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1408);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGITENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di
Kementerian Riset dan Teknologi memiliki atau patut diduga memiliki
kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam
kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas
keputusan dan/atau tindakannya.

2. Pejabat adalah Pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai
wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan
program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.

3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Lainnya yang
berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu
jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan
organisasi di Kementerian Riset dan Teknologi.

4. Menteri adalah Menteri Riset dan Teknologi.
Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan untuk
dijadikan acuan bagi Pejabat dan Pegawai di Kementerian Riset dan
Teknologi dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan
kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan untuk:

a. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah,
dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;

b. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian
negara;

c. meningkatkan integritas; dan

d. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



2014, No.1646 4

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Bentuk benturan kepentingan meliputi:

a. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Kementerian Riset
dan Teknologi menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan
hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;

b. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Kementerian Riset
dan Teknologi menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/
golongan ;

c. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Kementerian Riset
dan Teknologi menggunakan informasi rahasia jabatan untuk
kepentingan pribadi/golongan;

d. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan
langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga
menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan
lainnya;

e. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Kementerian Riset
dan Teknologi memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa
mengikuti prosedur yang seharusnya;

f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti
prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dan pihak yang
diawasi;

g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan
obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;

h. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Kementerian Riset
dan Teknologi menyalahgunakan jabatan;

i. situasi dimana Pejabat atau Pegawai di Kementerian Riset dan
Teknologi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya; dan

j. situasi yang memungkinkan Pejabat atau Pegawai di Kementerian
Riset dan Teknologi menggunakan diskresi yang menyalahgunakan
wewenang.

Pasal 5

Jenis benturan kepentingan meliputi:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/
ketergantungan/pemberian gratifikasi;

b. pemberian izin yang diskriminatif;


